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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  
 
 
 
1.1 Pengertian Tinjaun Yuridis  

 Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih 

mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta 

bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun 

untuk menjawab permasalahan.Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan 

pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan 

diterjemahkan dan memiliki arti
1
.  

 Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang 

diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di 

wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar 

hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang 

dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang 

berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar 

penilaiannya
2
. 

 Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang 

berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis 

berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu 

pandangan atau pendapat dari segi hukum
3
. 

                                                             
 1 Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia. Yrama Widya, Bandung, 2013, hlm. 

10 

 
2
 Ramadhan, Unsur-Unsur Hukum_http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/peng 

ertian-hukum-yuridis, Kabanjahe, diakses pada tanggal, 18 Desember, 2021 

 
3
 Pengertigan Tinjuan Yuridis_http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-da-penerapa n 

nya-di-masyarakat.html, Kabanjahe, diakses pada tanggal 18 Desember 2021  

http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/peng%20ertian-hukum-yuridis
http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/peng%20ertian-hukum-yuridis
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 Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat 

disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan 

pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang 

menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa 

yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat 

dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang 

dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. 

 

1.2 Pengertian Tindak Pidana  

 Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk 

dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana 

bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (feit) di sini adalah unsur 

pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut
4
. 

 Menurut Moeljanto perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang 

dilarang oleh suatu peraturan hukum dan juga disertai suatu sanksi (ancaman) 

yang berupa pidana tertentu, ancaman pidana tertentu. Antara ancaman pidana dan 

larangan ada hubungan yang erat oleh karena antara kejadian itu, ada hubungan 

yang erat pula. Untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah 

perkataan perbuatan yaitu suatu pengertian yang abstrak yang menunjukkan 

kepada kedua keadaan yang konkrit yang pertama, adanya kejadian tertentu dan 

adanya orang yang menimbulkan kejadian itu
5
. 

                                                             
 

4
 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. PT Sinar Grafika, Jakarta, 

2014, hlm.179 

 
5
 Moeljatno,  Asas – Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm.1 
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 Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang 

pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan 

merupakan subjek tindak pidana.  Didalam WVS dikenal dengan istilah Strafbaar 

feit, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-

undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana
6
. 

 Menurut Amir Ilyas tindak pidana merupakan suatu istilah yang 

mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk 

dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang 

konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan 

arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan 

dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat
7
. 

 Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan 

istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau verbrechen atau misdaad) 

yang bisa diartikan secara yuridis hukum atau secara kriminologis adalah 

perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat, perbuatan jahat sebagaimana terwujud 

dalam masyarakat secara konkrit, sedangkan perbuatan jahat dalam arti hukum 

pidana adalah ialah perbuatan jahat sebagaimana terwujud in abstractodalam 

peraturan-peraturan pidana
8
. 

 

 

                                                             
 

6
 Wirjono Prodjodikoro,  Tindak Pidana di Bidang Pertahanan Di Kota Pekanbaru. 

Jurnal  Ilmu Hukum Volume 4 No. 1, 2016, hlm.5 

 
7
 Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana. Rangkang Education, Jakarta, 2012, hlm.14 

 
8
 Sudarto, Hukum Pidana I Edisi Revisi. Yayasan Sudarto FH UNDIP, Semarang, 2013, 

hlm. 66 
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1.3 Unsur – Unsur Tindak Pidana  

 Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua 

sudut pandang  teoritis dan undang-undang. Teoritis berarti berdasarkan pendapat 

para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut 

Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan 

menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan 

yang ada. 

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis 

 Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para 

teoritis sebagai berikut
9
: 

1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :  

a. Perbuatan 

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum) 

c.  Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) 

2) Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:  

a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia) 

b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

c. Diadakan tindakan penghukuman 

3) Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:  

a. Kelakuan manusia 

b. Diancam dengan pidana 

c. Dalam peraturan perundang undangan 

                                                             
 

9
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, 

hlm. 14 
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4) Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur 

tindak pidana adalah : 

a. Perbuatan  

b. Melawan hukum  

c. Kesalahan  

d. Dipertanggungjawabkan. 

 

5) Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai 

berikut:  

a. Kelakuan  

b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum 

c. Diancam dengan hukuman 

d. Dilakukan oleh orang  

e. Dipersalahkan/kesalahan 

 

2. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang 

Pada umumnya setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-

Undang Hukum pidana (KUHP) dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang 

terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dari suatu tindak 

pidana itu adalah
10

:  

a. Unsur Subjektif dari suatu tindak pidana : 

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 

2) Suatu percobaan (poging) 

3) Macam-macam maksud (oogmerk) 

4) Merencanakan terlebih dahulu (voorbedachteraad) 

5) Perasaan takut (vress) 

 

b. Unsur objektif dari suatu tindak pidana : 

1) Sifat melanggar hukum (wederrechtelijkheid) 

2) Kualitas dari si pelaku 

 

 

 

 

                                                             
 10 Arief Maulana, Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya_ 

http://www.sirkulasiku.blogspot.com/2013/05/unsur-unsur-tindak-pidana.html, Kabanjahe, diakses 

pada tanggal 18 Desember 2021   

 

http://www.sirkulasiku.blogspot.com/2013/05/unsur-unsur-tindak-pidana.html
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2.4 Jenis – Jenis Tindak Pidana  

 Tiap-tiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang 

dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan 

gambaran kepentingan hukum apa yang dilanggar. Oleh karena itu, perbuatan-

perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat digolongkan menjadi 

berbagai jenis delik. Tindak Pidana/Delik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis 

yaitu
11

: 

1. Kejahatan dan Pelanggaran (Menurut Sistem KUHP) 

Dalam KUHP dikenal dengan adanya Kejahatan (Buku Kedua) dan 

Pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan merupakan rechtsdelict atau delik 

hukum adalah  Pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, 

misalnya perbuatan seperti Pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan 

sebagainya. Sedangkan Pelanggaran merupakan wetsdelict atau delik Undang 

undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang 

undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan 

bermotor di jalan umum. 

2. Delik Formil dan Delik Materil (Menurut cara Merumuskannya)  

Delik Formil yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada 

perbuatanan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang. 

perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan 

timbulnya suatu aklibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian 

tindak pidana, melainkan semata mata pada perbuatannya.  

                                                             
 11

 Sadikin Dly, Jenis – Jenis Tindak Pidana_https://www.academia.edu/28575433/jenis_je 

nis_Tindak_Pidana, Kabanjahe, diakses pada tanggal 18 Desember 2021  
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Misalnya pada pencurian (362 KUHP) Delik Materill yaitu delik yang 

perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam 

dengan pidana oleh Undang undang. Untuk selesainya tindak pidana Materill 

tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi 

sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. 

Misalnya Pembunuhan (338 KUHP) 

3. Delik Dolus dan Delik Culpa (Berdasarkan Bentuk Kesalahannya) 

Delik Dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Rumusan 

kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, misalnya dengan 

sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata kata lain yang senada.Contohnya 

Pasal pasal 162,197,310,338, dan lain – lain.  Delik Culpa adalah delik yang 

didalam rumusannya memuat unsur kealpaan. Dalam rumusan nya 

menggunakan kata karena kealpaannya, misalnya pada pasal 359,360,195. 

Didalam beberapa terjemahan kadang kadang di pakai istilah karena 

kesalahannya. 

4. Delik aktif (delicta Commissionis) dan Delik Pasif (delicta omissionis). 

(Berdasarkan macam Perbuatannya)  
 
Delik aktif (delicta Commissionis) adalah Delik yang terjadi karena seseorang 

dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah 

diatur dalam undang undang. Contohnya Pasal 362,368 KUHP. Delik Pasif 

(delicta omissionis) adalah Delik yang terjadi karena seseorang melalaikan 

suruhan (tidak berbuat). Contohnya Pasal 164, 165 KUHP. Selain itu terdapat 

juga Delik campuran (Delicta commisionis per ommissionem commisceo) 

adalah delik yang berupa pelanggaran suatu perbuatan yang dilarang. Akan 
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tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya Pasal 306 KUHP 

(membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya, yang mengakibatkan 

matinya orang itu) 

5. Tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu 

lama/berlangsung terus (Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya) 
 
Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya 

atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Disebut juga 

Aflopende Delicten. Contohnya Pasal 362 KUHP (Pencurian) Sebaliknya ada 

tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak 

pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana 

itu masih berlangsung terus, disebut dengan Voortdurende delicten. 

Contohnya Pasal 333 (Perampasan Kemerdekaan) 

6. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus (berdasarkan sumbernya) 

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP 

sebagai kodifikasi hukum pidana materill (Buku II dan III). Sementara itu, 

tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar 

kodifikasi tersebut, misalnya UU No. 31 tahun 1999 (Tindak Pidana Korupsi). 

7. Tindak Pidana communia dan Tindak Pidana Propria (Berdasarkan Subjek 

hukumnya) 
 
Tindak Pidana communia (delicta communia) adalah tindak pidana yang dapat 

dilakukan oleh semua orang. Tindak Pidana Propria (delicta propria)  adalah 

tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas 

tertentu, misalnya Nakhoda pada kejahatan pelayaran. 
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8. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana aduan (Berdasarkan perlu tidaknya 

pengaduan dalam hal penuntutan) 
 
Tindak Pidana biasa (Gewone Delicten) adalah tindak pidana yang untuk 

dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan 

adanya pengaduan dari yang berhak. Tindak Pidana aduan (Klacht Delicten) 

adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana 

disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak 

mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya atau orang yang diberi 

surat kuasa khusus. Tindak pidana aduan dibagi menjadi 2, yaitu Tindak 

Pidana aduan absolut/mutlak contohnya Pasal 310 KUHP (pencemaran). Dan 

Tindak Pidana aduan relatif, contohnya Pasal 376 jo 367 (Penggelapan dalam 

kalangan keluarga) 

9. Tindak Pidana dalam bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan 

(Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan)  
 
Tindak pidana pokok/bentuk sederhana (eenvoudige delicten) contoh tindak 

pidana pada Pasal 362 (Pencurian). Tindak Pidana dikualifisir/diperberat 

adalah tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, yang berkaitan 

dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi 

pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan 

pada delik pokoknya. Contoh Pasal 363 terhadap Pasal 362 KUHP 

(Pencurian). Tindak pidana diprivilisir/diperingan yaitu tindak pidana yang 

dikhusukan, yaitu bentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar, 

sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas dijatuhkan. Contoh Pasal 

341 terhadap 338 (seorang ibu yang meninggalkan anaknya) 
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10. Delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi 

Misalnya dalam buku II, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap 

keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara 

(Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan 

pribadi, dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII). 

11. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai (berdasarkan sudut 

berapakai perbuatan menjadi suatu larangan) 
 
Tindak Pidana Tunggal (enkelvoudige delicten) adalah tindak pidana yang 

dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak 

pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. 

Tindak Pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian 

rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, 

disyaratkan  dilakukan secara berulang. Contoh Pasal 296 KUHP. 

12. Without victim and with victim. 

Without victim adalah delik yang dilakukan dengan tidak ada korban. With 

victim adalah delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau 

seseorang tertentu. 

13. Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut (Berdasarkan ada atau tidaknya 

kelanjutannya) 
 
Delik berdiri sendiri (zelfstandige delicten) adalah delik yang berdiri sendiri 

atas suatu perbuatan tertentu. Delik Berlanjut (Voortgezettedelicten) adalah 

delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. Pengertian delik ini erat 

hubungannya dengan perumusan pasal 64 KUHP (tentang Perbuatan 

berlanjut). 
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14. Delik Politik 

Merupakan tindak pidana yang berkaitan degan negara sevagasi keseluruhan, 

seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya 

 

2.5 Pengertian Narkotika  

 Istilah Narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “Narkotikos” 

yang berarti kaku seperti patung atau tidur
12

. Seseorang menjadi kaku seperti 

patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan 

tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Selain itu ada yang 

mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan yunani “narke” 

yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. 

 Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang 

dimaksud dengan narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, 

mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan 

nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek 

stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan
13

. 

 Mastar Ain Tanjung menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat 

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis 

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan 

ketergantungan
14

. 

                                                             
 

12
 Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum 

Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 3 

                                                                                                                                

 
14

 Mastar Ain Tanjung, Pahami Kejahatan Narkoba. Lembaga Terpadu Pemasyarakatan 

Anti Narkoba, Jakarta, 2010, hlm.3 
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 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika diuraikan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat 

bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika 

disalahgunakan atau digunakantidak sesuai dengan standar pengobatan dapat 

menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat 

khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya 

yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya 

akan dapat melemahkan ketahanan nasional. 

 Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika dalam 

undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat 

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-

undang ini
15

. 

 

2.6 Tindak Pidana Narkotika   

 Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 

2009. Sudarto mengemukakan bahwa pada hakikatnya hukum itu mengatur 

masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan 

ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu 

                                                             
 

15
 Undang – Undang No.35 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1  
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perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan 

hukum
16

.   

 Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak 

perlu dipersoalkan yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, 

bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang 

disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh 

terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan 

terjadi (onrecht in potentie). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang 

merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia 

sanksi. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 113  tentang Narkotika adalah sebagai berikut
17

 :  

1. Sebagai Pengguna  

a. Sebagai pengguna Narkotika Golongan I dikenakan ketentuan pidana 

berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman 

pidana penjara maksimal 15 Tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (Satu 

Milyar Rupiah) dan maksimal sebanyak Rp.10.000.000.000 (Sepuluh 

Milyar Rupiah) 

b. Sebagai pengguna Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana 

berdasarkan berdasarkan Pasal 121 Undang-Undang Narkotika, dengan 

ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 

(Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan 

                                                             
 

16
 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni, Bandung,  2013, hlm.90 
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 Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan, Jakarta, 2012, hlm.78 
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Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.8.000.000.000 (Delapan 

Milyar Rupiah) 

c. Sebagai pengguna Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana 

berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman 

pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) 

Tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) 

dan Maksimal sebanyak Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) 

2. Sebagai Pengedar 

a. Sebagai pengedar Narkotika Golongan I dikenakan ketentuan pidana 

berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman 

pidana penjara paling singkat 5 (Lima) Tahun dan Maksimal 20 (Dua 

Puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar 

Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar 

Rupiah) 

b. Sebagai pengedar Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana 

berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman 

pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua 

Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus 

Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar 

Rupiah) 

c. Sebagai pengedar Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana 

berdasarkan Pasal 124 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman 

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan Maksimal 10 (sepuluh) 
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tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) 

dan Maksimal sebanyak Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) 

3. Sebagai Produsen  

a. Sebagai produsen Narkotika Golongan 1 dikenakan ketentuan pidana 

berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman 

pidana penjara paling singkat 5 (Lima) Tahun dan maksimal 15 (Lima 

Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar 

Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar 

Rupiah) 

b. Sebagai produsen Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana 

berdasarkan Pasal 118 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman 

pidana penjara palingsingkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua 

Belas) Tahun) dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus 

Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar 

Rupiah) 

c. Sebagai produsen Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana 

berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman 

pidana penjara paling singkat selama 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 

(Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus 

Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) 

 

 

 

 

 

 



27 
 

2.7 Golongan Narkotika 

 Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan 

oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki 

beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu
18

: 

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk 

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, 

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. 

Contoh : heroin, kokain, ganja. 

2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan 

digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau 

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi 

mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam 

golongan tersebut. 

3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan 

banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu 

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. 

Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan. 

 Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam tiga 

golongan yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis, narkotika sintetis
19

: 

a. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuhan 

(alam) contohnya: 

                                                             
 18 Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
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narkoba.html, Kabanjahe, diakses pada tanggal 29 Desember 2021  
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1) Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang 

tepinya bergerigi dan berbulu halus. Jumlahnya jari nya selalu ganjil, yaitu 

5, 7, 9. Tumbuhan ini banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia, 

seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Pulau Jawa dan lain-lain. 

Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila 

digunakan sebagai bumbu masak daya adiktifnya rendah. Namun, tidak 

demikian bila dengan dibakar asapnya dihirup. Cara penyalahgunaanya 

dengan dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan 

lalu dibakar serta dihisap. 

2) Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan 

Eropa. Daun ganja, hasis, dan mariyuana juga dapat disuling dan diambil 

sarinya. Dalam bentuk cair, harganya sangat mahal. Gunanya adalah untuk 

disalahgunakan oleh pemadat-pemadat “kelas tinggi”. 

3) Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang 

bewarna merah seperti biji kopi. Dalam komunitas masyarakat Indian 

kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah kekuatan orang yang 

berperang atau berburu binatang. Koka kemudian diolah menjadi kokain. 

4) Opium adalah bunga dengan bentuk warna yang indah. Dari getah bunga 

opium dihasilkan candu (opiat). Di Mesir dan daratan Cina, opium dulu 

digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau 

menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka saat berperang atau 

ketika sedang berburu. 
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b. Narkotika Semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat 

aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya: 

1) Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit 

atau pembiusan pada operasi (pembedahan). Morfin merupakan hasil 

olahan dari opium atau candu mentah dan merupakan alkaloida yang 

terdapat dalam opium berupa serbuk putih. Konsumsi morphin biasa 

dilakukan dengan cara dihisap atau disuntikkan. Karena morphin tergolong 

dalam jenis turunnya aktifitas neuron, pusing, perubahan perasaan dan 

kesadaran berkalut 

2) Kodein dipakai untuk obat penghilang batuk 

3) Heroin merupakan senyawa narkotika yang sangat keras dengan sifat 

adiktif yang tinggi, berbentuk butiran, tepung atau cairan. Jenis heroin 

yang populer saat ini saat ini adalah “putauw”. Heroin diperoleh dari 

morphin melalui suatu proses kimiawi yang dikenal dengan istilah 

“acetylion” (karena menggunakan acetica anhidrida dan acety chloride). 

Heroin (diacetylmorphine) adalah obat illegal yang sangat adiktif dan 

penggunaannya merupakan masalah serius di amerika. Heroin adalah 

golongan opiat yang paling banyak disalahgunakan dan paling adiktif. 

Heroin diproses dari morphin, suatau zat alami yang di ekstrak dari biji 

varietas tanaman poppy tertentu. 

4) Kokain olahan dari biji koka. Kokain merupakan berasal dari tanaman 

Erythroxylon coca di Amerika Selatan. Biasanya daun tanaman ini 
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dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara 

dikunya. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat 

c. Narkotika Sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. 

Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang 

menderita ketergantungan obat (subsitusi). Contohnya: 

1) Petidin adalah obat untuk bius local, operasi kecil, sunat, dan lain-lain 

2) Methadone adalah obat untuk pengobatan pecandu narkoba 

3) Naltrexone adalah obat untuk pengobatan pecandu juga 

 Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis biasanya diberikan oleh dokter 

kepada penyalahguna narkoba atau pecandu untuk menghentikan kebiasaannya 

yang tidak kuat melawan sugesti (relaps) atu sakaw. Narkotika sintetis berfungsi 

sebagai obat  pengganti sementara. Bila sudah benar-benar bebas, asupan narkoba 

sintetis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total
20

. 

 

2.8  Dampak Penyalahgunaan Narkotika  

 Narkotika sebenarnya dapat digunakan di bidang kesehatan yang dianggap 

memiliki kemampuan untuk mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, tetapi 

pada umumnya tidak semua narkotika dapat digunakan dalam pengobatan. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi menjadi tiga 

golongan jenis narkotika, dan narkotika yang dapat digunakan dalam bidang 

kesehatan adalah narkotika yang jenis nya ada pada golongan dua dan tiga
21

.  
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7/3/HK115682.pdf, Kabanjahe, diakses pada tanggal 10 Januari 2022 
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 Pada umumnya narkotika tersebur sudah beredar luas di Indonesia dan 

sebagian oknum-oknum menjadikan bisnis demi mengambil keuntungan 

pribadinya dan tidak memikirkan dampak yang timbul bagi pengguna narkotika. 

Sejatinya narkotika merupakan zat yang dapat merusak syaraf otak manusia dan 

mempunyai akibat sindroma ketergantungan kepada penggunanya, sehingga jika 

narkotika digunakan tidak pada tempatnya yang benar, akan menimbulkan bahaya 

bagi penggunanya, bahkan dapat mengakibatkan kematian
22

. 

 Adapun juga dampak negatif yang dapat di timbulkan pada pengguna 

narkotika tersebut yaitu
23

: 

a. Dampak tidak langsung 

1) Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan 

kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digeroti zat beracun 

2) Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik 

3) Keluarga akan malu besar karena anggota keluarga yang memakai zat 

terlarang 

4) Tidak dipercayai lagi pada orang karena pecandu gemar berbohong dan 

melakukan tindak criminal 

5) Bisa dijebloskan ke dalam tembok derita/ penjara 

 

b. Dampak langsung narkotika bagi jasmani 

1) Gagguan pada jantung 

2) Gangguan pada hemoprosik 

3) Gangguan pada traktur urinarius 

4) Gangguan pada otak 

5) Gangguan pada tulang 

6) Gangguan pada pembuluh darah 

7) Gangguan pada endorin 

8) Gangguan pada kulit 

9) Gangguan pada sistem saraf 

10) Gangguan pada sistem pencernaan 

11) Dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV/AIDS, hepatitis, 

herpes, TBC dan lain – lain.  
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